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Sebelum transaksi bisnis berlangsung, biasanya terlebih dahulu dilakukan negosiasi awal. Dalam negosiasi inilah proses tawar menawar berlangsung. Tahapan berikutnya pembuatan memorandum of understanding . Memorandum of understanding merupakan pencatatan atau pendokumentasian hasil negosiasi awal tersebut dalam bentuk tertulis.
Memorandum of understanding di dalam hukum konvensional kita tidak ada ketentuannya secara tegas mengenai kekuatan hukum memorandum of understanding sebagai suatu akta, akibat hukum jika terjadi pengingkaran isi memorandum of understanding dan mengenai kekuatan memorandum of understanding tersebut dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat preskriptif, menggunakan pendekatan penelitian terhadap azas hukum dan pendekatan konseptual. Penulisan hukum ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan dan media internet. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode penalaran deduktif. 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa memorandum of understanding pada umumnya dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan, meskipun dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan tetapi memorandum of understanding dapat dijadikan alat bukti yang sempurna layaknya akta autentik selama kedua belah pihak tidak menyangkal tanda tangan tersebut. Memorandum of understanding yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan faktor- faktor yang menentukan daya mengikatnya suatu perjanjian, maka memorandum of understanding tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Memorandum of understanding yang mempunyai kekuatan hukum mengikat layaknya suatu perjanjian, apabila salah satu pihak melakukan pengingkaran terhadap memorandum of understanding tersebut , maka dapat dituntut dengan gugatan wanprestasi. Kekuatan hukum memorandum of understanding tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini pembuatan memorandum of understanding harus senantiasa didasarkan dan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta harus selalu memperhatikan batas-batas kebebasan berkontrak. 

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan  masukan  bagi para pihak yang hendak membuat memorandum of understanding dan bagi pemerintah agar segera membentuk peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai kedudukan dan kekuatan hukum memorandum of understanding






